


7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Katalog Elektronik; 

8. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: 

B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 perihal Penyampaian Pedoman Indeks 

Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025; 

9. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor 900/18/IV.01/2025 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2025. 

 
 

Atas dasar tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanan pengadaan barang/jasa 

tahun 2025 perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kepala Perangkat Daerah segera melakukan pengentrian Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) perubahan anggaran hasil efisiensi Tahun 2025 sejak 

Perubahan Anggaran Hasil Efisiensi disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD Kabupaten Lampung Barat. 

2. Langkah-langkah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat sebagai berikut: 

a. Pengguna Anggaran agar: 

1) Segera menetapkan dan mengumumkan 100% Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) Perubahan Anggaran Hasil Efisiensi pada Sistem 

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai dengan 30 Juni 

2025. 

2) Memerintahkan dan memastikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan 

koordinasi antar PPK serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

3) Pengajuan permintaan Pejabat Pengadaan atau Proses Pengadaan 

Barang/Jasa harus melampirkan seluruh daftar paket RUP yang akan 

dilaksanakan melalui UKPBJ;  

4) Memerintahkan  PPK  untuk  segera  memproses  pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025; 

5) Menekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Bersertifikat SNI, 

Produk UMK dan Koperasi, serta Produk Ramah Lingkungan Hidup dalam 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 








